
BUPATI LAMANDAU

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU

NOMOR lo TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, SURAT KETETAPAN PAJAK
DAERAH DAN SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI LAMANDAU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab VII Peraturan

Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor
182, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau
Nomor 229), dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati
mengenai Tata Cara penerbitan, dan penyampaian SPPT, SKPD
dan STPD Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara
Perpajakan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3091) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997
tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);



4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten
Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4189);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor
58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5145);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara
Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3339);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata cara
Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan
Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau
Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lamandau Nomor 192);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2019
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau
Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lamandau Nomor 228);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 2 Tahun 2019
tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor
182, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor
229);

21. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 57 Tahun 2016 tentang
Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah
Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 496).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERBITAN DAN
PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG,
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH, DAN SURAT TAGIHAN
PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan

Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Kepala Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan

adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau.
7. Bidang PBB dan BPHTB adalah Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Pengelola

PBB dan BPHTB.

8. Kepala Bidang PBB dan BPHTB adalah Kepala Bidang PBB dan BPHTB pada
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau.

9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada
Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besamya
kemakmuran rakyat.

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut
Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan
kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,
perhutanan, dan pertambangan.

11. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan pedalaman serta laut
wilayah kota.

12. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap
pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

13. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata
yang diperoleh dan transaksi jual beli yang teijadi secara wajar, dan bilamana
tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan
harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP
pengganti.

14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai
suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau
memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
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15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang mempakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Milik Daerah
dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial politik atau organisasi lainnya. Lembaga dan bentuk lainnya termasuk
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

16. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah
surat yang digunakan untuk memberitahukan besamya Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat
Ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang
terutang.

18. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat
yang melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.

19. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat (SPOP), adalah
surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajak.

20. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat
(LSPOP), adalah lampiran surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk
melaporkan data objek pajak.

BAB 11

TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN

SPPT, SKPD DAN STPD

Pasal 2

(1) Kepala BKD berwenang untuk menerbitkan SPPT, SKPD dan STPD.
(2) SPPT diterbitkan berdasarkan data yang telah tersedia pada basis data

Pemerintah Kabupaten Lamandau dan/atau berdasarkan SPOP yang
disampaikan oleh Wajib Pajak.

(3) SKPD diterbitkan dalam hal-hal sebagai berikut :
a. apabila SPOP tidak disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari

setelah tanggal diterimanya SPOP dan setelah ditegur secara tertulis oleh
Bupati sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan

b. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lainnya ternyata
jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung
berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

(4) STPD dapat diterbitkan apabila SPPT atau SKPD tidak atau kurang dibayar
setelah jatuh tempo pembayaran ditambah sanksi administrasi 2% (dua
persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan.

(5) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan bukti
kepemilikan hak.

Pasal 3

(1) SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak oleh BKD atau Pemerintah Desa di
Kabupaten Lamandau.

(2) Wajib Pajak dapat mengambil sendiri SPPT yang telah dicetak ditempat -
tempat yang telah ditentukan oleh BKD.

(3) Wajib Pajak menandatangani tanda bukti penerimaan SPPT dan
mencantumkan tanggal diterimanya SPPT tersebut.
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(4) Tanda bukti penerimaan SPPT merupakan dasar dalam pelaksanaan
penagihan.

(5) SPPT harus dilunasi dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak
diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.

Pasal 4

SPPT, SKPD dan STPD disampaikan kepada Wajib Pajak dan harus dilunasi dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT, SKPD dan
STPD.

Pasal 5

Standar Operasional Prosedur tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian
SPPT, SKPD dan STPD Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAM HUKUA'i
SETDA KABUPATEN LAiVlANOA;
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Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 'J' 2020

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA tJ SMANA

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

iRUN

DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

2020 NOMOR ^̂



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI LAMANDAU

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG TATA CARA PENERBITAN

DAN PENYAMPAIAN SURAT

PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG,
SURAT KETETAPAN PAJAK

DAEREAH, DAN SURAT TAGIHAN
PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN

BANGUNAN PERDESAAN DAN

PERKOTAAN

BAGIAN PERTAMA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA PENERBITAN DAN
PENYAMPAIAN SPPT, SKPD DAN STPD PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PERDESAAN DAN PERKOTAAN

A. Deskripsi :
Prosedur ini menguraikan tentang tata cara penerbitan Surat Pemberitahuan
Pajak Terhutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Dan Surat
Tagihan Pajak Daerah (STPD).

B. Dasar Hukum ;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2019 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 229);

0. Pihak terkait:

1. KepalaBKD;
2. Kepala Bidang PBB dan BPHTB;
3. Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan;
4. Kasubbid Pengolahan Data dan Penetapan ;
5. Kasubbid Penagihan dan Keberatan;
6. Operator Komputer (OC);
7. Pelaksana;

D. Dokumen Digunakan :
1. Formulir SPOP dan LSPOP;
2. Tabel Wilayah;
3. Tabel Tempat Pembayaran;
4. Tabel ZNT (Zona Nilai Tan^);
5. Tabel Harga Bahan & Upah (DBKB)
6. Surat Keputusan Bupati tentang Nilai Ketetapan Minimalyang berlaku

E. Dokumen yang dihasilkan :
1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
2. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP)

F. Prosedur Keija
1. Kepala BKD menugaskan Kepala Bidang PBB dan BPHTB untuk pencetakan

masal SPPT PBB;
2. Kepala Bidang PBB dan BPHTB menugaskan Kasubbid Pengolahan Data

dan Penetapan untuk mencetak masal SPPT;



3. Kasubid Pengolahan Data dan Penetapan menugaskan pelaksana untuk
melakukan update data sesuai dengan dokumen yang menjadi dasar
kalibrasi.

4. Operator Komputer (OC) melakukan update data untuk pencetakan masal
SPPT :

- Tabel Wilayah;
- Tabel tempat Pembayaran;
- Tabel ZNT (Zone Nilai Tanah);
- Tabel Harga bahan 85 upah (DBKB);
- Memasukan NOPTKP yang berlaku;
- Memasukan Nilai Ketetapan Minimal yang berlaku;
- Memasukan tanggal jatuh tempo pembayaran;

5. Pelaksana Subbid Pengolahan Data dan Penetapan melakukan kalibrasi
data;

6. Pelaksana Subbid Pengolahan Data dan Penetapan melakukan simulasi
pencetakan masal SPPT dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak;

7. Kasubid Pengolahan Data dan Penetapan menugaskan pelaksana untuk
melakukan penelitian SPPT hasil pencetakan masal;

8. Kasubbid Pengolahan Data dan Penetapan meneliti SPPT untuk klasifikasi
ketetapan tertentu dan DHKP selanjutnya meneruskan kepada Kepala
Bidang PBB dan BPHTB;

9. Kepala Bidang PBB dan BPHTB meneliti SPPT untuk klasifikasi ketetapan
tertentu dan DHKP serta meneruskan Kepada Kepala BKD;

10. Kepala BKD menandatangani SPPT dan DHKP dan diteruskan ke Bidang
PBB dan BPHTB;

11. Kasubbid Pengolahan Data dan Penetapan menyampaikan SPPT PBB
kepada Wajib Pajak dengan menggunakan tanda terima.

12. Proses selesai

Jangka Waktu Penyelesaian :
Paling lama 2 (dua) bulan
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BUPATI LAMANDAU,
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Subbid Pengolahan Data
dan Penetapan

Melakukan

kalibrasi data

Melakukan

simulasi

pencetakan

Melakukan

spooling data

Melakukan

pencetakan masal

SPPT dan DHKP

Menatausahakan

SPPT

Subbid Penagihan
dan Keberatan

Menatausahakan

SPPT untuk

didistribusikan

Selesai

Kasubbid

Pengolahan Data
dan Penetapan

Memerintahkan

DC untuk

mengupdate

tabel-tabel

Memerintahkan

pelaksana untuk

~ cetak masat

Meneliti SRPT

" danDHKP
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Operator

Komputer

Mengupdate

tabel-tabel

Kabid PBB dan

BPHTB

Memerintahkan

kepaia seksl

pelayanan dan

penetapan untuk

melaksanakan

cetak masal

Meneliti SPPT

dan DHKP

Kepaia BKD

Mulai

Memerintahkan

Kabid PBB dan

BPHTB untuk

melaksanakan

cetak masal

SPPT&DHKP

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA L ISMANA


